BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

D LEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN

E
pEN" K

engingat

EPUTUSAN DAN SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPAT!I KUDUS,

bahwa dengan ditetapkan dan dundangkannya Peraturan  Daerah
Kabupaten Kudus yang mengatur tentang Organisas: Perangkat Daerah
yang disertai dengan perubahan nomenklatur jabatan, peru mengatur
kembali  pendelegasian  weweniang dan  pemberan  mandat
penandatanganan  keputusan dan  surt  dinas  dalam  bidang
kepegawaian di lingkungan pamerntah Kabupaten Kudus,

bahwa sehubungan dengan maksud tarsebut, maka Peraturan Bupat)
Kudus Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pondelegasian Wewenang dan
Mandat Ponandatanganan Keputusan dan Surat Dinas dalam
Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati |

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) |

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik iIndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ),



' Peraturan Pemerintah Nomo’ 97 Tahun 2000 tantang g,
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesis Tr;?]am
un

2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Repubij
: telah diubah de"ganlk Indonesia

Nomor 4015) sebagaimana Pe

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang F‘erubaha:‘aturan
Nomor 97 Tahun 2000 tantang Fo"ztas_
asi

Peraturan Pemerintah ’
ran Negara Republik Indonesia Tahyn,

Pegawai Negeri Sipil (Lemba
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4332) ;

tah Nomor g8 Tahun 2000 tentang Pengadaan
| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4192)

. Peraturan Pemerin
Pegawai Negeri Sipi

_ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4193) ;

pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4194)

_ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4019) |

. Peraturan
Pengangkatan

_ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

o e e




10 Peraturan Pemerintah Nomo' 4[3 T:rF;UﬂRszS;“;erlna Orga“"Sas;
Perangkat Daerah (Lembaraﬂ eg N R “dOf‘fema Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran egara Republik ingone .
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Badan Kepegawaian Negara Nomor 12

2002 tentang Ketentuan Pelaks_anaar; Per::tjr%n Pemgnntah Nomor

99 Tahun 2000 tentang Kenaikan “erd'él So0eus Neger s

sebagaimana telah diubah dengan eraturan Pemernntah Nomgy 15

Peraturan Pemerintah
Tahun 2002 tentang Perubahan atas ; an Nomor
99 Tahun 2000 tentgng Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipi| -

Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahyn
2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor g
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

en Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang

13. Peraturan Daerah Kabupat ¥
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115) ;

11 Keputusan Kepala Tahun

12.Keputusan Kepala Badan

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 117) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118) ;

17 Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat
Penandatanganan Naskah Dinas Perangkat Daerah Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor
19);

18.Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 39) ;



taPkan

19 Peraturan Bupati Kudus Nomor, 29 Tahun 2004 tent
pokok Kepegawaian Pegawal Honorer Dagrap, 19 Pokok
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten i '+€Mefinggy
2006 Nomor 37) s Tapy

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN vy

" DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN KEBPQ'JENANG

DAN SURAT DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWN;USAN
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS. N p

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sepagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. gai

2. Bupati adalah Bupati Kudus.

3. Pendelegasian wewenang penandatanganan keputusan dan surat
dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari Bupati kepada
pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani keputusan dan surat
dinas dalam bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus.

4. Pemberian mandat adalah pelimpahan  kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas dari Bupati kepada pejabat yang
ditunjuk  untuk menandatangani  Naskah Dinas, dengan
pertanggungjawaban tetap di tangan yang memberikan mandat.

Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat
penandatangan keputusan dan surat dinas dalam bidang
kepegawaian kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Berdasarkan pendelegasian wewenang dan pemberian mandat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk wajib
melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 3
Pendelegasian wewenang dan pemberian mandat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum tercantum
dalam Lampiran | dan Lampiran Il Peraturan Bupati ini.



pasal 4

i ini mulai berlaku, Perat
Pada saat Peraturan Bupati ini MY ' uran g,
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pendelegasian ! Kudug
Penandatanganan Keputusan dan urat Dinas pgjy, - “SNang

AR intah Kabupaten K £l
Kepegawaian di Lingkungan Pemerin Udus (|,
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 17y (Le

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5

dicﬂbut

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengyng
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit,

Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudus
12 Oktober 2059
KUDUS,

| 7|
i N/ MUSTHOFA
ndangkan di Kudus

atanggal 13 Oktober 2009
cEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

RTA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 37

angan
Daeran

—\/

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.28
14:19:45 +07'00'
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